PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG

PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang . a. bahwa brdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, pasal 36 ayat (1) disebutkan setiap tahun anggaran
Pemerintah Daerah wajib memuat Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat perbandingan
antara realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/810 tanggal
25 Oktober 2005 perihal : Persetujuan Perubahan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
Anggaran 2005 ; menyebutkan bahwa perubahan perat7uran
daerah nantinya langsung dalam Perhitungan APBD tahun
anggaran 2005.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor
31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1819);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara | Nomor 3312)
sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000(Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437)

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahhan
Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepoitisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor3851);

8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program
Pembanguanan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan ; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138);



Menetapkan

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran dan Belanja Daerabh;

16.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005;

17.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah
(PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2001-2005 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002;

18.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogykarta Nomor
6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA)
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;

19.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun Anggaran
2005;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005.



